QIYAS MA‘A AL-FARIQ PADA 1IJTIHAD HUKUM HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi terhadap Penemuan Hukum)

MUHARDI SIDDIK JB
NIM 201009017

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapat Gelar
Magister Dalam Program Studi IImu Agama Islam

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
QIYAS MA‘A AL-FARIQ PADA 1JTIHAD HUKUM HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA

(Studi terhadap Penemuan Hukum)

MUHARDI SIDDIK JB
NIM 201009017

» Program Studi Ilmu Agama Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarj ana UIN Ar- Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

} Menyetujui

Pembimbin

| Pembimbing T

Prof. Dr. Muh‘)immad Maulana, M. Ag/ r. 'abbar, MA

ii



LEMBAR PENGESAHAN

QIYAS MA‘A AL-F/TRIQ PADA IJTIHAD HUKUM HARTA
BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA
(Studi terhadap Penemuan Hukum)

MUHARDI SIDDIK JB
NIM: 201009017
Program Studi Ilmu Agama Islam

Telah dipertahankan di depan tim penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 15 Januari 2025
15 Rajab 1446

TIM PENGUJI
: Ketua Sekretasis
djg(‘(j
Prof. Dr-Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA Dr. Nufiar, M.Ag.
Pe ' Penguji,
Ph.D ‘ Dr. Jailani, M.Ag

-
Prof. Dr. Mubgmmad Maulana, M.Ag

|
: h, 22 Januari 2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhardi Siddik JB

Tempat Tanggal lahir : Langsa, 24 September 1992

Nim :201009017

Prodi / Konsentrasi :Ilmu Agama Islam / Figh Moderen

Menyatakan bahwa tesis ini benar karya penulis sendiri dan belum
pernah diajukaﬁ oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik
disuatu per‘gﬁruan tinggi dan sepengetahuan saya tidak terdapat
karya atau ‘pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan
daftar pustaka. A'pabii_,a térﬁyata di dalam tesis ini semua atau
sebagian isinya terdapat uanL‘lr-unsur plagiat, maka saya menerima

sanksi akademik.

X f iz 1 Aceh, 06 januari 2025
¢ [groamxass11943 7 ;
¢ Muhardi Si&i’k IB
NIM 201009017

v



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari
satu abjad ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah
huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman
Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:
0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, serta juga yang dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf
Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin
| Alif Tidak dilambangkan
< Ba B
o Ta T
& Sa S
r Jim J
d Ha H
d Kha Kh
3 Dal D
3 Zal Z




B Ra R
3 Zai z
By Sin S
3 Syin Sy
o Sad S
P Dad D
b Ta T
b Za Z
d ‘Ain ‘L
¢ Gain G
< Fa F
é Qof Q
& Kaf K
o Lam L
¢ Mim M
o Nun N

Wau W
2 Ha H
s Hamzah _’
& Ya Y

Vi




2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia,
terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin
| Fathah A
) Kasrah |
i Dammah U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf, yaitu

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah dan ya Al
3l Fathah dan waw Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan kamu, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda
ST | Fattah dan alif atau ya a
Gl Kasrah dan ya 1
PEe Zummah dan waw Il

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk za marbitah ada dua, yaitu: ta marbitah
yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah (t). contoh: (4w <l isladi= al-maslahat al
mursalah) Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah (h) Contoh: (35,2l = Ad-dharurah).
5. Tasydid
Syahdad dalam bahasa Arab dilambangkan (::), dalam
literasi ini dilambangkan dengan huruf , yakni huruf yang sama
dengan huruf yag mendapat syahdad, misalnya: (<) ditulis Al-
Muhadzdzab.
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6. Kata Sandang
Kata sandang pada tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu J namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di
bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan
kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1.
2.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-
rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf
yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditranslite-
rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang
7. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata

ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya 4 3k ditulis
mala’ikah, & > ditulis Juz’l. Adapun hamzah yang terletak di
awal kata tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia
menjadi Alif misalnya 2bwiditulis isnad.

B.
1.

Modifikasi Ejaan Transliterasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti Sulaiman Rasyid. Sedangkan nama-nama
lain ditulis sesuai dengan kaedah penerjemahan tetapi tidak
dimiringkan, misalnya al-Syafi'.

Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Mishr1; Beirut, bukan Bayriit, dan sebagainya.
Istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam bahasa
Indonesia ditulis seperti biasa, tanpa transliterasi. seperti tauhid,
bukan tawhid; hadis, bukan hadits, dansebagainya. Adapun
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istilah asing yang belum masuk ke dalam kosa kata Indonesia,
ditulis seperti aslinya dan dicetak miring, seperi tabyin, 'amm,
dan lain-lain.

4. Tulisan Al-Qur'an diseragamkan menjadi "Al-Qur'an™ di
manapun letaknya dan tidak dimiringkan.

C. Pedoman Abbreviasi (Singkatan)

Ed. =Edisi

Cet. . =Cetakan

Jid.  =lJilid

h. = Halaman

H. = Tahun Hijriyah
M. = Tahun Masehi
W. = Wafat

SWT :QMJQ\A..\M
SAW = alusade 4l L

RA. =4 4 g
t.t. = tanpa tahun
t.p. = tahun penerbit

t.tp. = tanpatempat terbit
Terjm = Terjemahan

Q.S =Qur’an Surat

H.R = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Judul Tesis . Qiyas ma ‘a al-Farig pada ljtihad Hukum Harta
Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Studi
terhadap Penemuan Hukum)

Nama : Muhardi Siddik JB / 201009017

Pembimbing | : Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing Il : Dr. Jabbar, MA

Kata Kunci ~: Harta Bersama, Qiyas Ma‘a al-Farig, Syirkah
‘abdan, Hukum Islam, magasid syariah.

Alquran dan Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit tentang harta
bersama. Begitu pula tidak ada penegasan bahwa dalam harta yang
diperoleh suami dalam perkawinan terkandung hak istri atau pun
sebaliknya. Menurut sebagian ahli hukum di Indonesia, masalah
hukum harta bersama dalam perkawinan ini di-giyas-kan kepada
syirkah, namun ini tidak lepas dari persoalan metode penemuan
hukum, terutama pada kerangka giyas yang digunakan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis metode penemuan
hukum harta bersama suami istri dalam perkawinan di Indonesia
dari perspektif givas ma‘a al-farig. Ditemukan hukum harta
bersama di-giyas-kan kepada syirkah, utamanya syirkah ‘abdan
mufawadah. Harta bersama dan konsep syirkah berbeda, sebab
harta bersama berada pada lapangan Figh Munakahat, sedangkan
syirkah berada pada Figh Muamalah. Di sisi lain, tujuan
perkawinan berorientasi pada ibadah, bukan keuntungan ekonomi
sebagaimana yang menjadi Kkarakteristik syirkah. Kajian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan us:/ al-
figh dalam menganalisis doktrin hukum Islam, adat lokal dan
regulasi hukum positif yang berlaku. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa konstruksi hukum terkait harta bersama dalam
perkawinan _merupakan hasil ijtihad yang dipengaruhi oleh unsur
adat dan kebijakan hukum nasional. Penulis menyimpulkan bahwa
penggunaan metode giyas dalam hukum harta bersama perlua
penguatan metodologi. Penulis menyarankan agar upaya untuk
mengisi kekosongan hukum di masa depan dilakukan dengan
pendekatan magssid al-syarz ah.
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ABSTRACT

Thesis Title . Qiyas ma‘a al-Farig on Marital Property in
Marriage in Indonesia (A Study of Legal
Discovery)

Name : Muhardi Siddik JB / 201009017

Supervisor I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.

Supervisor Il : Dr. Jabbar, MA

Keywords . Marital Property, Qiyas Ma ‘a al-Farig,
Partnership ‘abdan , Islamic Law, magashid
sharia .

The Qur'an and Hadith do not explicitly address the concept of
marital property. Nor is there any definitive statement indicating
that a wife has a share in the wealth acquired by her husband
during marriage, or vice versa. According to some legal scholars
in Indonesia, the legal framework for marital property is
analogised (giyas) to syirkah. However, this analogy is not without
methodological challenges, particularly concerning the framework
of giyas employed. This study aims to critically analyse the legal
methodology used to establish the concept of marital property in
Indonesia from the perspective of givas ma‘a al-farig. It is
observed that marital property has been analogised to shirkah,
particularly shirkah ‘abdan or shirkah mufawadah. However,
marital property and the concept of shirkah fundamentally differ,
as the former falls under the domain of Figh al-Munakahat
(Islamic jurisprudence on marriage), while the latter belongs to
Figh al-Mu’amalat (Islamic  jurisprudence on transactions).
Furthermore, the primary purpose of marriage is oriented towards
worship (ibadah), not economic profit, which is the defining
characteristic of syirkah. This research adopts a normative legal
methodology, employing the approach of usil al-figh to analyse
Islamic legal doctrines, local customary practices, and relevant
positive legal regulations. The findings indicate that the legal
construction of marital property in Indonesia is a product of ijtihad
influenced by customary elements and national legal policies.
However, from a methodological perspective, the application of
giyas in this context requires critical evaluation. However,
methodologically, the giyas used here still needs to be critically
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evaluated. The author concludes that the use of the giyas method in
joint property law needs to be strengthened methodologically. The
author suggests that efforts to fill the legal vacuum in the future be
carried out with the magssid al-syari‘ah approach.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ibadah terpanjang yang dijalani manusia,
di dalamnya terjalin sebuah akad yang mengikat dua orang manusia
agar menjalani kehidupan sebagaimana yang diajarkan oleh agama.
Allah berfirman di dalam Alqur’an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

£ P > a ek . Py 2 s k.
3 3 51 %55 852 180 ey el (A 15530 1S 32 S 518 il s
55 pd el
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sebagai makhluk berakal manusia harus menjalani hidup
berumah tangga sesuai dengan tujuan-tujuan yang diajarkan oleh
agama dan tuntunan norma kesusilaan. Di dalam magasid syariah,
tujuan-tujuan tersebut dijelaskan dalam pemeliharaan keturunan
dan sarana membangun peradaban yang mulia.

Menurut hukum positif pernikahan sah apabila dilakukan
sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.? Selain
itu aturan mengenai perkawinan di wilayah hukum di Indonesia
juga terkait dengan beberapa aturan perundang-undangan lainnya,
baik itu yang mengatur mengenai batas usia minimal, tentang tata
laksana, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

! Reno Ismanto, “Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali
Berdasarkan Kitab Thya Ulumuddin,” Islamitsch Familierecht 1, no. 1 (2020), h.
57-62.

2 “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan,” Pub. L.
No. 1 Th 1974 (1974).



2

Secara sederhana, pernikahan atau perkawinan yang diakui
dan dilindungi oleh negara adalah perkawinan yang dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dilakukannya
pencatatan terhadap perkawinan tersebut pada Lembaga terkait
yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Urgensi campur tangan
negara di dalam mengatur_hukum perkawinan dianggap penting,
dikarenakan setelah terjadinya perkawinan, maka dianggap telah
lahir pula sebab akibat hukum baru dari perkawinan tersebut.’
Salah satu konsekuensi hukum adalah bercampurnya harta istri dan
suami, baik yang diperoleh sebelum atau semasa perkawinan.

Terkait dengan percampuran harta istri dan suami, dalam
hukum perkawinan di Indonesia, dikenal istilah harta bersama,
yakni harta yang diperoleh/dimiliki selama perkawinan. Hal ini
sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, di dalam Pasal 35
ada syarat mutlak harta bersama, yaitu ikatan perkawinan.* Hal ini
menunjukkan bahwa ketentuan hukum harta bersama itu otomatis
berlaku seiring dengan sahnya akad nikah. Jadi akad nikah juga
sekaligus dilihat sebagai akad serikat harta dalam rumah tangga.

Aturan mengenai harta bersama ini bersumber dari hukum
adat yang telah berlaku hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
Misalnya dalam masyarakat adat Aceh dikenal istilah hareuta
sihareukat atau hareuta Syarikat, di masyarakat Minangkabau
dikenal istilah harta suarang, di masyarakat adat Sunda dikenal
dengan istilah tumpeng kaya, dan di Masyarakat adat Jawa dikenal
istilah harta gono gini, dan berbagai macam sebutan lainnya di
tengah masyarakat adat.’

3 Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2020), h. 199.

4 Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan
Perundang-Undangan Indonesia,” Mizan: Jurnal llmu Syariah 1, no. 1 (2013), h.
1-16.

® Ismail Muhammad Syah, “Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh
Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum
Islam” (Universitas Sumatera Utara, 1984).
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Berbeda di dalam Islam, penggunaan istilah harta bersama
bukanlah sesuatu yang lazim. Sebab pada dasarnya Islam tidak
mengenal konsep percampuran harta bersama antara suami istri
yang terjadi karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi milik istri
dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu pula harta suami. Oleh
karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak
secara hukum meskipun tanpa bantuan suaminya, termasuk dalam
hal mengurus harta bendanya.®

Alquran dan Hadits tidak menjelaskan secara eksplisit
tentang harta bersama sebagai akibat dari akad pernikahan. Begitu
pula tidak ada penegasan bahwa harta benda yang diperoleh suami
dalam perkawinan secara langsung istri juga ikut berhak atasnya.
Jadi ini adalah masalah ijtihadiyah yang termasuk dalam daerah
kemampuan interpretatif manusia untuk menentukannya dengan
bersumber kepada jiwa ajaran Islam.” Adapun mengenai metode
ijtihad yang digunakan, menurut Dzulkifli Noor, penetapan harta
bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dilakukan dengan metode giyas, ‘urfdan al-istislah.

Penulis melihat asumsi ini. kurang mengena, sebab giyas
berarti penetapan hukum berdasar as/ mu ‘ayyan, jadi hukum masih
berupa ketetapan al-Syari‘ yang eksplisit. Sementara ‘urf dan al-
istislah didasarkan pada as/ kullr yang digeneralisasi dari banyak
nas syariat sehingga ketetapan hukum bersifat implisit. Dengan
kata lain, tidak ada perintah atau larangan (khitab) eksplisit yang
menjadi dasar penetapan hukum. Perbedaan antara as/ mu ‘ayyan
dan as! kulli ini berkonsekuesi logis; bahwa penetapan hukum
haruslah berdasar salah satu metode tersebut, tidak logis dinyatakan
semua metode tersebut menghasilkan hukum harta bersama.

& Latif Jamil, Aneka Hukum Perceraian Indoenesia (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), h. 82.

7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UlI
Press, 2007), h. 66.

8 Dzulkifli Noor, “Metode Istishlah, Urf Dan Qiyas Dalam Penetapan
Harta Bersama Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam,” KORDINAT 21, no.
1(2022), h. 73-82.
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Menurut sebagian ahli hukum Islam di Indonesia, masalah
hukum harta bersama dalam perkawinan ini di-giyas-kan kepada
akad syirkah.® Jadi ditetapkan berdasar giyas, bukan berdasarkan
‘urf ataupun al-istislah. Maksud dengan syirkah di sini adalah
perkongsian yang timbul karena akad perkawinan itu sendiri, yaitu
syarikatur rajuli fil hayati, di mana istri berperan sebagai orang
yang melayani bahtera rumah tangga, maka antara keduanya
kemudian terjadilah syirkah ‘abdan (perkongsian tidak terbatas).*
Namun begitu, metode istinbath hukum yang digunakan tidak
sepenuhnya tepat, karena konstruksi syirkah dalam harta bersama
yang selama ini difahami pada dasarnya meminjam konsep adat
yang umum berlaku di masyarakat ada Indonesia.

Padahal jika konsepsi harta bersama yang dipahami selama
ini memang bersumber dari konsep adat, maka seharusnya
diterangkan pula bahwa sumber hukumnya adalah ‘urf" atau
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. ‘urf sendiri tidak bisa
dijadikan sebagai metode dalam melakukan penemuan hukum, ia
adalah sumber hukum itu sendiri. Sedangkan givas sendiri
merupakan salah satu metode penalaran hukum yang diakui oleh
jumhur ulama. Jadi jika konsep harta bersama yang selama ini
dipraktikkan dan dipahami dengan bersandar pada syirkah ‘abdan
mufawadah dengan sumber ‘urf, maka hal ini adalah kekeliruan
dalam metode penemuan hukum giyas.

Dalam penelitian Ismail Muhammad Syah, ia mengatakan
bahwa harta bersama dalam perkawinan sama dengan syirkah
‘abdan  mufawadhah, yaitu sebuah bentuk kemitraan yang
melibatkan kontribusi fisik dari kedua pihak yang bekerja sama.
Ismail Muhammad Syah berpendapat bahwa harta yang diperoleh
selama perkawinan merupakan hasil dari usaha bersama, dimana
setiap pasangan memiliki kontribusi yang sebanding dalam

® Ismail Muhammad Syah, “Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh
Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum
Islam.” h 295-296.

10 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam
(Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 9.
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mencapainya. Namun, pendapat ini perlu dikritisi karena tidak
sepenuhnya sesuai dengan Kkarakteristik harta bersama dalam
perkawinan, yang memiliki kompleksitas lebih luas.

Syirkah ‘abdan mufawadhah memang menjelaskan tentang
kerja sama yang berbasis pada kontribusi fisik, namun dalam hal
perkawinan, harta bersama tidak hanya terdiri dari kontribusi fisik
semata. Peran pasangan dalam aspek-aspek non-fisik, seperti
perawatan rumah tangga, pengelolaan keuangan, serta dukungan
emosional, juga turut membentuk harta bersama. Oleh karena itu,
pendapat yang mengatakan giyas syirkah ‘abdan mufawadhah
sebagai analogi untuk harta bersama dalam perkawinan berpotensi
mengabaikan dimensi-dimensi non-fisik yang juga memiliki
kontribusi signifikan terhadap akumulasi harta tersebut. Sehingga,
penggunaan analogi ini bhisa mengarah pada penyederhanaan
pemahaman terhadap dinamika relasi keuangan dalam rumah
tangga yang lebih kompleks.

Hubbul Wathan, dkk (peneliti) menyatakan konsep harta
bersama belum sepenuhnya memenuhi  kriteria konsep syirkah.
Terdapat perbedaan fundamental yang membuat kedua konsep ini
seharusnya tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut terdapat
pada subjek hukum, perbuatan hukum, dan sifat kedua akad.!!
Kritik ini menunjukkan adanya aspek yang tidak terpenuhi
sehingga peng-givas-an kepada syirkah menjadi tidak padu,
usuliyyin menyebutnya sebagai giyas ma ‘a al-fariq.

Menurut usuliyyun, al-farig dalam giyas merupakan cacat
(gadih) yang menjadikan al-al ‘Illat tidak sah (mubtil lahu), namun
tidak serta-merta menjadikan giyas tak bisa dilakukan.'? Hanya
saja, ditemukan pendapat ulama yang menyatakan bahwa
penemuan al-farig adalah giyas, yaitu metode yang mereka sebut

11 Hubbul Wathan dan Indra, “Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama
Sebagai Implementasi Akad Syirkah,” Tagnin: Jurnal Syariah Dan Hukum 1, no.
1(2019), h. 89-108.

12 Abii Hamid Al-Ghazali, Al-Mankhil Min Ta‘ligat Al-Usil (Beirut:
Dar al-Fikr, 1998). h. 522.
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sebagai nafy al-farig, atau disebut al-sit al al-mu ‘aridah.®> Menurut
Imam al-Ghazali, metode nafy al-farig ini beroperasi pada ranah
kebahasaan, yaitu dalam hal cakupan makna kata, sedangkan giyas
telah keluar dari masalah cakupan makna kata, bahkan masuk pada
penyandaran konteks (al-masqut ‘anh) kepada teks (al-mantiig).
Hanya saja sebagian orang mengira pola nafy al-farig ini sebagai
giyas, padahal keduanya berbeda.'*

Apa yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali ini menjadi
poin penting, bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman yang
baik terhadap metodologi dapat menjadi sandungan dalam proses
ijtinad. Berangkat dari penjelasan ini, maka perlu sebuah kajian
yang mendalam terkait harta bersama dalam perkawinan dengan
pendekatan wusz/ al-figh. Hal ini berkenaan dengan prinsip akad
dalam perkawinan yang dibangun tidak dengan tujuan profit, akan
tetapi dilakukan dengan tujuan ibadah. Sehingga menurut hemat
penulis, kurang tepat ketika membahas salah satu sub bab dalam
pernikahan tersebut kemudian meng-giyas-kan kepada syirkah
yang bukan dimaksudkan untuk kegiatan profit.

Harta bersama bisa di-giyas-kan kepada syirkah amlak dan
syirkah ‘abdan, namun banyak ahli yang menyepakatinya sebagali
syirkah ‘abdan.’® Syirkah ‘abdan adalah perkongsian dua orang
atau lebih dalam profesi yang sama untuk sama-sama bekerja, di
mana keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama-
sama.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang syirkah ‘abdan, di
mana ulama Syafi‘iyyah berpendapat bahwa dalam syirkah ‘abdan

13 Al-Zarkasy1, Al-Bakr Al-Mufiz (Cairo: Dar al-Kutub, 2005). jid. VII,
h. 378.

14 Abii Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘llm Al-Usil (Beirut: Dar al-
Kutub al-“Ilmiyyah, 2000). h. 308.

15 Asrul Hamid, “Syirkah ‘abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i:

Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer,” Jurnal Islamic Circle 1, no.
1 (2020), h. 70.

1% Asumi dan Siti Mujiatun, Bisnis Syariah: Suatu Alternatif
Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan (Medan: Perdana
Publishing, 2013).
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terkandung unsur gharar, sebab pihak yang berkongsi tidak dapat
diketahui secara pasti bekerja atau tidak. Jikapun dia bekerja, maka
sepatutnya dia bekerja untuk dirinya sendiri atau bekerja untuk
orang lain dengan bayaran berupa upah.*’

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menelitinya, tentu
saja ini tidak bermaksud untuk mengesampingkan upaya ijtihad
yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Menurut hemat penulis,
perlu dikaji lebih kritis apakah harta bersama di dalam perkawinan
sudah sesuai jika di-giyas kepada syirkah ‘abdan?

Di dalam hukum positif pengaturan terhadap harta bersama
berangkat dari kesepakatan ulama, yang menggunakan metode
giyas serupa. Umumnya para ulama sepakat bahwa syirkah ‘abdan
adalah akad muamalah yang relevan jika disandingkan untuk
melihat konsep harta bersama dalam perkawinan. Akan tetapi,
perlu diperhatikan bahwa syirkah adalah akad yang digunakan
untuk kepentingan usaha atau profit. Sedangkan perkawinan,
sebagaimana diketahui bertujuan untuk membina keluarga yang
Sakinah, mawaddah, warahmah, bukan untuk tujuan profit.
Sehingga tidak berlebihan jika penelitian ini dilakukan.

Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini bermaksud
melakukan kajian kritis terhadap metode penalaran hukum yang
dilakukan terhadap konsep harta bersama di dalam perkawinan
dengan judul “Qiyas ma‘a al-Farig pada ljtihad Hukum Harta
Bersama dalam Perkawinan di Indonesia (Studi terhadap
Penemuan Hukum).”

1.2." Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengkritisi metode giyas
yang digunakan dalam melahirkan konsep harta bersama. Oleh
karena itu, penelitian ini berfokus pada metode giyas yang
digunakan oleh para peneliti terdahulu yang terkait dengan harta
bersama. Penelitian ini membahas konsep harta bersama dengan

1 Hamid, “Syirkah ‘abdan Dalam............cccceeerririrrnrerennnnnnn. h.74.
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fokus perhatian pada hal-hal lain yang mempengaruhi metode
ijtihad yang dilakukan tersebut.

Selanjutnya metode giyas yang ditinjau dalam tulisan ini
adalah terkait relevansinya dengan analogi yang digunakan untuk
menemukan hukum harta bersama di dalam perkawinan. Di mana
padanan yang dimaksud adalah giyas ma‘a al-farig atau dalam
ilmu logika dibahas dalam bab kesalahan berpikir (logical fallacy).
Sementara sebagian kalangan usaliyyin, ini disebut sebut sebagai
nafy al-farig, atau disebut juga al-si ‘al al-mu ‘aridah.

Syirkah sebagai salah satu akad dalam muamalah yang
ditinjau dalam tulisan ini berfokus pada syirkah ‘abdan
Mufawadah, di mana para peneliti terdahulu menjadikan syirkah
‘abdan dan Syirkah Mufawadah sebagai padanan atau menganggap
adanya al ‘Illat yang sama di dalamnya untuk menemukan hukum
harta bersama di dalam perkawinan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi
pokok permasalahan penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah metode penemuan hukum harta bersama suami
istri dalam perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah metode penemuan hukum harta bersama suami
istri dalam perkawinan dalam perspektif giyas ma ‘a al-farig?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui metode penemuan hukum harta bersama
suami istri dalam perkawinan di Indonesia.
2. Untuk meninjau secara kritis metode penemuan hukum harta
bersama suami istri dalam perkawinan dalam perspektif giyas
ma ‘a al-fariq.



1.5. Manfaat Penelitian

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya literasi terhadap kajian harta bersama
dalam fikih munakahat.

2. Untuk memperkaya khazanah intelektual hukum Islam terkait
konsep harta bersama.

3. Untuk memberi pandangan Kritis terhadap metode penemuan
hukum harta bersama dalam perkawinan di Indonesia.

1.6. Penjelasan Istilah

1.6.1. Qiyas ma‘a al-Fariq

Qiyas merupakan salah satu metode yang digunakan dalam
rangka penemuan hukum Islam. Kedudukan giyas dalam sumber
hukum Islam berada satu tingkat di bawah ijmak, meskipun
demikian sudah banyak penemuan hukum yang dilakukan melalui
giyas untuk memenuhi tuntutan interpretasi hukum.

Secara etimologi kata giyas berarti mengetahui ukuran
sesuatu, mengetahui perbandingannya atau mengetahui relevansi
sesuatu dengan sesuatu yang lain.!® Jika dirumuskan, giyas dapat
berarti menyamakan atau mengukur suatu kejadian yang tidak ada
nass-nya di dalam Alquran dan hadits terkait hukumnya, lalu
karena ada kesamaan atau relevan dengan suatu kejadian yang
terdapat nass-nya, sehingga dapat ditemukan hukumnya.

Melalui giyas mujtahid - dapat- menemukan ketentutan
hukum bagi kejadian yang tak ada nasnya, dengan catatan terdapat
al ‘Illat yang sama terhadap kejadian tersebut. Hal ini berkenaan
dengan pendapat yang menyebutkan bahwa hukum Islam terkadang
bersifat analogik-implisit, atau disebutkan secara tersurat, sehingga

18 Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian
Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbat Hukum (Palembang:
Bening Media Publishing, 2020). h. 54.
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membutuhkan nalar hukum yang kuat untuk menggalinya.’® Tapi
tidak jarang terjadi kekeliruan dalam penerapan giyas.

Salah satu kekeliruan disebut oleh usaliyyiin sebagai giyas
ma‘a al-farig, atau nafr al-farig, artinya tiada keterpisahan antara
dua perkara yang ditinjau dari- perspektif syariat.?’ Nafi al-farig
merupakan bagian dari metode penemuan al ‘Illlat dalam langkah
metodologis giyas yang bertujuan untuk menyatukan dua perkara.
Dalam hal ini, al-farig menjadi sarana untuk menguji validitas
penyatuan kedua perkara tersebut.

1.6.2. Harta bersama

Secara bahasa kata harta berarti barang (uang dsb) yang
menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang.?! Sedangkan kata
sama berarti serupa (halnya, keadaannya, dsh), atau tidak berbeda.
Setelah ditambah awalan ber kata bersama berarti berbarengan,
atau serentak.’? Gabungan kedua kata ini menunjukkan arti barang
yang menjadi milik secara berbarengan.

Secara istilah yang dimaksud dengan harta bersama adalah
harta hasil pencarian bersama yang terikat (hak milik bersama)
yang mana suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas terhadap
harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan
kedua belah pihak.2 Menurut Ismuha pada prinsipnya masing-
masing suami dan isteri masih berhak menguasai harta bendanya
sendiri sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami isteri,
kecuali harta bersama yang tentunya dikuasai bersama.?*

19 Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih................ h. 94.
20 1bn al-Qayyim Al-Jawziyyah, I‘lam Al-Muwagqqi‘in ‘an Rabb Al-
‘Alamin (Riyad: Maktabah Ibn Hazm, 2002). jld. 1, h. 4.

2L Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th ed. (Jakarta:
Gramedia, 2008). h. 485.

22 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia........... h. 1211, 1212.
23 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika,
2016). h. 410.

2 Ismail Muhammad Syah, Pencaharian Bersama Suami Isteri Di
Indonesia, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). h. 112.
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Konsepsi harta bersama dalam Hukum Perkawinan di
Indonesia merupakan hasil dari pemikiran bahwa hubungan
perkawinan antara suami dan istri yang bersifat dinamis dan saling
melengkapi, berpotensi menghasilkan sejumlah harta benda yang
bermanfaat untuk suami, istri atau anak-anaknya.?

Kosekuensi dari terjadinya perkawinan antara suami dan
istri kemudian membuat harta keduanya bercampur, baik yang
dibawa sebelum atau yang dihasilkan semasa perkawinan. Hal ini
oleh ahli hukum dilihat sebagai sesuatu yang baru yang belum ada
pengaturan hukumnya. Hal ini menstimulasi para ahli hukum untuk
menemukan hukum baru terkait harta bersama.

Mengenai harta bersama tidak diatur secara spesifik dalam
Hukum Islam, maka ini merupakan penemuan hukum oleh ahli
hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Sebagian besar diadopsi
dari adat yang berkembang di tengah masyarakat dan meng-giyas
kepada konsep syirkah sebagai padanan hukumnya.?®

1.6.3. Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah konsep yang muncul dalam kajian
hukum ketika ada suatu situasi atau permasalahan yang tidak secara
eksplisit diatur dalam teks hukum yang telah lebih dulu ada. Dalam
sistem hukum yang baik, teks hukum, baik itu berupa undang-
undang, Al-Qur'an, atau Hadis, tidak selalu dapat mencakup
seluruh permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, ketika menghadapi situasi yang tidak memiliki
aturan yang jelas, diperlukan upaya untuk "menemukan" atau
"menggali" hukum yang dapat diterapkan pada masalah tersebut.?’

% M Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan
Hukum, Telaah Norma, Yurispudensi Dan Pembaharuan Hukum (Jakarta:
Kencana, 2018), h. 31.

% Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama
Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Jurnal Gagasan Hukum 3, no. 2
(2021), h. 161.

27 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,
(Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12.
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Penemuan hukum umumnya dilakukan oleh hakim dalam
proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan suatu perkara.
Penemuan hukum oleh hakim dianggap memiliki otoritas yang
lebih tinggi. Sementara itu ilmuwan hukum juga melakukan
penemuan hukum, namun hasil penemuan mereka bukanlah hukum
yang mengikat, melainkan ilmu atau doktrin hukum. Meskipun
demikian, istilah penemuan hukum tetap digunakan, karena doktrin
yang ditemukan oleh ilmuwan hukum, apabila diadopsi dan
diterapkan oleh hakim dalam putusannya, dapat menjadi hukum.
Dengan demikian, doktrin bukanlah hukum secara langsung,
melainkan merupakan sumber hukum.?

Selain itu, disebutkan bahwa melalui putusan yang menjadi
yurisprudensi yang kuat, hakim juga berperan dalam membentuk
hukum. Hal ini tak terelakkan dalam praktik penyelesaian sengketa,
terutama ketika terminologi dalam undang-undang tidak jelas,
undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi, atau
terdapat pertentangan antara undang-undang dengan kondisi yang
sedang terjadi. Oleh karena itu, hakim sering melakukan
pembentukan hukum  (rechtsvorming), penerapan analogi
(rechtsanalogie), penghalusan hukum (rechtsvervijning), atau
penafsiran (interpretatie). Aktivitas-aktivitas tersebut, dalam sistem
hukum  kontinental, dikenal sebagai penemuan hukum
(rechtsvinding).?®

Dalam hukum Islam penemuan hukum merujuk pada upaya
untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber utama
dalam Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, untuk menghadapi
permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks
tersebut. Ketika teks hukum tidak memberikan jawaban yang jelas
terhadap suatu persoalan, para ulama dan hakim menggunakan
berbagai metode untuk "menemukan” atau mengembangkan hukum
yang dapat diterapkan pada situasi tersebut.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,
(Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 162-163.

29 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana,
2009), h. 333.
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Penemuan hukum dalam Islam dilakukan melalui berbagai
pendekatan, salah satunya adalah ijtihad, yaitu upaya yang
sungguh-sungguh dari seorang fugaha (ahli figh) untuk menggali
hukum berdasarkan Alqur’an dan Hadis, dengan
mempertimbangkan konteks dan perkembangan zaman. [jtihad
memungkinkan para ulama untuk menginterpretasi prinsip-prinsip
dasar dalam teks-teks agama dan menerapkannya pada kasus-kasus
baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang tidak secara
langsung dijelaskan dalam sumber-sumber tersebut. Hal ini
menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi
perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip
dasarnya.*

Selain itu, metode giyas juga digunakan dalam penemuan
hukum Islam. Dalam giyas suatu kasus yang sudah jelas hukumnya
berdasarkan teks-teks agama dianalogikan dengan kasus baru yang
serupa, sehingga dapat diambil kesimpulan hukum yang sesuai.
Misalnya, jika hukum mengenai khamr (minuman Kkeras) jelas
dilarang dalam Alqur'an, maka suatu zat yang memiliki efek yang
sama dengan khamr dapat_dijatuhi hukum yang sama meskipun
tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks.3!

Selain giyas, metode lain dalam penemuan hukum Islam
meliputi istihsan, istislah dan sadd al-dhara’i’. Semua metode
penemua hukum ini umumnya menggunakan logika sebagai alat
utamanya dalam rangka menemukan hukum.

1.7. Kerangka teori

Kerangka teori: merupakan kerangka berpikir yang intinya
mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir,
ketesalinghubungan, atau mencerminkan hubungan antarvariabel
penelitian. Terhadap penelitan ini, penulis memberi gambaran yang

%0 Wael B Hallag, An Introduction to Islamic Law, (Cambridge:
Cambridge University Press), h. 42-44.

31 Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence,
(Kuala Lumpur: llmiah Publisher, 1998), h 56-58.
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berkaitan dengan judul penelitian agar mendapat jawaban atas
permasalahan yang ada, yaitu melalui kerangka teori ini. Dalam
penelitian ini, digunakan empat kerangka teori yang penulis anggap
cukup relavan, yaitu:

1.7.1.  Teori penemuan hukum

Hukum adalah pemberian norma terhadap sesuatu (isnad
amrin ila akhar ijaban aw salaban).*® Jadi-hakikat hukum dilihat
sebagai sesuatu yang mengada melalui pemberian norma. Jika
pemberian norma dilakukan melalui nas syariat, maka yang
dihasilkan adalah hukm al-syar 7.* Mengingat pemberian norma
dilakukan melalui bahasa, maka hukum hanya bisa diketahui
melalui bahasa yang permasalahan utamanya adalah mengungkap
makna. Masalahnya tidak selamanya makna dalam suatu bahasa
dapat diungkapkan dengan jelas, bahkan terdapat persoalan makna
tekstual (al-mantiiqg) dan makna kontekstual (al-mafhiim).

Melihat dalam konteks hukum Islam, para usiliyyin yakin
bahwa pemahaman terhadap makna tekstual harus didahului oleh
penguasaan bahasa.** Oleh karena itu dalam ilmu wusal al-figh
mereka membahas tentang kaidah memahami teks ayat hukum
yang basisnya ilmu bahasa. Tapi ini tidak cukup untuk pemahaman
makna kontekstual, bahkan diperlukan penguasaan logika agar
dapat melakukan interpretasi. Inilah sebab al-Ghazali menjadikan
ilmu logika sebagai pendahuluan bagi ilmu wusal al-figh.

Masalah makna menjadikan aktivitas praktisi hukum tidak
lepas dari potensi subjektivitas. Sebab aktivitas para pengemban
hukum berangkat dari titik tolak pribadi dalam kegiatan melakukan
inventarisasi, interpretasi, sistematisasi dan pemaparan hukum.®

32 Al-Tahanuwi, Mawsi‘ah Kasysyaf Istilahat Al-Funin Wa ‘Ulim
(Beirut: Maktabah Libnan, 1996). jld. I, h. 693.

3 Ali Hasballah, Usil Al-Tasyri‘ Al-Islami (Cairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1982). h. 375.

34 Al-Ghazalt, Al-Mustasfa FT Tim AI-USil........ooooveoeeeeerrenenee. h. 185.

% Bernard Arif Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum
(Jakarta: Mandar Maju, 1999). h.134.
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oleh karena itu, praktisi hukum harus memiliki pemahaman yang

mendalam tentang interpretasi dalam rangka penemuan hukum.3®
Dalam rangka melakukan penemuan hukum, hakim harus

melalui tiga macam proses penalaran, yaitu: 1) penalaran terhadap
peristiwa hukum; 2) penalaran dalam rangka interpretasi hukum; 3)
penalaran dalam rangka konstruksi-hukum.®” Ketiga macam proses
penalaran ini dilakukan dalam tiga tugas hakim, yaitu konstatasi,
kualifikasi dan konstituir. Dalam melaksanakan tugas, kadang kala
tidak ditemukan ketentuan yang langsung dapat diterapkan, maka
harus dilakukan penemuan hukum, baik melalui interpretasi atau
konstruksi. Berikut macam-macam metode interpretasi hukum:®

1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata dalam undang-
undang sesuai kaidah bahasa.

2. Interpretasi historis, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-
undang dengan cara menelusuri sejarah penbentukannya agar
diketahui kehendak pembuat undang-undang tersebut.

3. Interpretasi sistematis, yaitu metode penafsiran yang melihat
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.

4. Interpretasi sosiologis, yaitu penafsiran berdasarkan tujuan dari
pembuatan undang-undang, atau berdasar apa yang ingin
dicapai di dalam masyarakat.

5. Interpretasi komparatif, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan
cara membandingkan berbagai sistem hukum.

6. Interpretasi futuristik/antisipatif, yaitu menafsirkan dengan cara
berpedoman pada naskah rancangan undang-undang yang
belum memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Interpretasi reskriptif, yaitu metode penafsiran yang membatasi
atau mempersempit makna dari suatu aturan.

3 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru
Dengan Interpretasi Teks (Yogyakarta: Ull Press, 2005). h. 46.

87 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan
Multidisiplinner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata (Yogyakarta:
Ul Press, 2020). h. 30.

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif
Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 62.
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8. Interpretasi ekstensif, yaitu metode penafsiran yang membuat
interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui
penafsiran secara gramatikal.

9. Interpretasi autentik/resmi, yaitu penafsiran yang diberikan oleh
pembuat undang-undang itu sendiri.

10. Interpretasi interdisipliner, yaitu penafsiran yang dilakukan
oleh hakim terhadap kasus yang substansinya menyangkut
berbagai - dsiplin atau bidang hukum, seperti hukum
internasional dll.

11. Interpretasi multidisiplin, yaitu penafsiran yang di dalamnya
ikut dipertimbangkan berbagai masukan disiplin ilmu di luar
hukum.

Metode interpertasi ini dirumuskan untuk bisa mengungkap
makna tekstual yang dalam ilmu usul fikih disebut al-manzig. Jika
ternyata interpretasi tidak bisa menjawab masalah yang dihadapi,
maka hakim harus melakukan konstruksi hukum, ini artinya hakim
harus masuk pada ranah makna kontekstual yang disebut oleh para
usuliyyun sebagai al-mafhiim. Makna kontekstual tersebut ada yang
berupa konteks kalimat, konteks situasi konteks prosodi dan
konteks wacana.®® Sebagian ahli hukum menganggap konteks
situasi telah keluar dari persoalan teks, oleh karena itu metode
givas dimasukkan dalam konstruksi hukum yang merupakan soal
konteks wacana sebagaimana kategori berikut ini:4°
1. Analogi (giyas), yaitu metode penemuan hukum di mana hakim

mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum
atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-
undang maupun yang belum ada peraturannya.

2. Memahami kebalikannya (argumentum a contrario/al-mafhiim
al-mukhalafah), yaitu pertimbangan hakim tentang kekhususan
satu aturan sehingga untuk peristiwa lain berlaku kebalikannya.

39 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022).
h. 27.

40 Ahmad Rifai, Penemuan HUKUM.........c.coooeveveieeeeeeeee e h. 87.
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Jadi yang diberlakukan adalah segi negatif dari suatu undang-
undang.

3. Pengkonkretan hukum, yaitu mempersempit suatu aturan yang
terlalu abstrak, pasif serta sangat umum agar dapat diterapkan
terhadap suatu peristiwa tertentu.

4. Fiksi hukum, metode penemuan hukum yang mengemukakan
fakta-fakta baru sehingga tampil suatu personifikasi baru.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa analogi digolongkan
dalam jenis konstruksi hukum sehingga menjadi satu kategori
dengan fiksi hukum. Jika dalam metode hukum Islam, analogi
dapat dinyatakan sebagai g¢iyas, maka fiksi hukum dapat
dinyatakan sebagai al-istislah. Tapi tokoh wusaliyyian seperti al-
Ghazali cenderung menganggap giyas sebagai interpretasi, bukan
kontruksi, ia menyatakan:*!

g5 A8 ozl o b auly Laals Dol o m5azal Of a5 .

Artinya: ...jelaslah bahwa al-istis/@h bukan sumber hukum kelima
yang mandiri, bahkan barangsiapa yang ber-istis/a@h berarti
membuat syariat, sama dengan orang yang ber-istiksan
berarti membuat syariat.

Pernyataan ini menunjukkan pendirian al-Ghazali, bahwa
al-istislah berbeda dengan g¢iyas, sebab baginya giyas tidak
menghasilkan ketentuan hukum baru. Alasannya karena ketentuan
hukum berasal dari khitab yang ada pada asal, yaitu nas tertentu
(asl mu‘ayyan), sedangkan al-istislah bersumber dari generalisasi
berbagai nas (as/ kulli). Mengingat konsepsi hukum bagi al-Ghazali
adalah khitab yang berupa perintah dan larangan, maka pada as/
kulli tidak ada khitab karena tidak ada perintah dan larangan dari
al-Syari‘* Hal ini jelas karena perintah dan larangan hanya ada
melalui khitab langsung melalu nas tertentu (as/ mu ‘ayyan).

4L Al-Ghazali, Al-Mustasfa FT ‘Im AIFUSl..........ccoveveeeeeeeenene. h. 180.
42 Al-Ghazali. Al-Mustasfa FT ‘lim AI-USil..........cooeeeeeeeenennnnn, h. 177
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Pembedaan antara al-istislah dengan giyas cukup penting
dalam kajian ini, sebab ini menentukan tepat tidaknya giyas
digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum harta bersama
dalam perkawinan. Dari itu penulis merujuk kerangka teoretik al-
Ghazali yang membedakan keduanya.

1.7.2. Teori batas antara giyas dan al-istislah

Menurut Imam al-Ghazali, temuan dari metode giyas
merupakan makna kontekstual (al-mafhiim) dari khitab, bukan lagi
makna tekstual (al-mantig). Tetapi konteks (al-mafhiim) tersebut
tetap kajian teks, sebab a/ ‘lllar yang ditetapkan dalam prosedur
giyas haruslah berupa ketetapan al-Syari‘ dalam teks nas syariat
tertentu. Jadi dasar ra /il adalah nas syariat, maka komformitas (al-
mundasibah) tidak menjadi syarat fa 7i/.* Ini membedakan giyas
dari al-istislah yang didasarkan pada komformitas (al-munasibah)
hasil generalisasi dari banyak teks nas syariat. Al-lstislah tidak lagi
dianggap kajian tekstual, sebab al-munasibah yang mendasarinya
bukan petunjukan dari teks nas syariat tertentu.

Batas antara giyas dan al-istislah bisa diketahui dalam
bahasan uwsiiliyyin tentang masalik ol ‘lilat, yaitu pembahasan
tentang cara-cara yang menunjukkan keberadaan al ‘Illat pada suatu
dalil.** Imam al-Ghazali mengutamakan penemuan a/ ‘Illat berdasar
nas syariat dan ijmak, namun ia juga membolehkan penemuan al
‘lllat dengan cara istinbat , yaitu dengan menemukan komformitas
(al-ma‘na al-mundasib). Imam al-Ghazali merumuskan konsep
komformitas (al-ma ‘na al-mundasib) yang ia bagi menjadi kategori
sebagai berikut:*

1. Al-Munasib al-mii’assir, yaitu ma ‘na mundasabah yang secara
jelas diakui bahkan disebut oleh al-Syari‘ dalam nass syariat.

43 Abu Hamid Al-Ghazali, Syifa’ Al-Ghalil (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyah, 1999). h. 19.

44 Zakariyya’ al-Ansari, Ghayat AI-Wusiil (Semarang: Toha Putra, n.d.).
h. 119.

4 Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan (Banda Aceh: LKaS, 2009). h.
169.
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Contohnya ta ‘lil keharama khamar di mana ma ‘na munasabah
digolongkan sebagai al-munésib al- mii ‘assir karena disebutkan
langsung dalam al-Quran.
Al-Munasib al-mula’im, yaitu ma ‘na munasabah yang diakui
syarak secara umum. Contohnya, ketetapan tidak wajib meng-
gada’ shalat bagi perempuan yang tertinggal shalatnya selama
masa haid. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat tersebut
tidak wajib di-qada’ karena kesusahan akibat banyaknya shalat
yang tertinggal (masyaqqah tikrar). Masyaqgah tikrar ditemui
dari hasil penalaran atas kesesuaian hukum dan objeknya, dan
tidak ada pengakuan syar‘ atasnya. Namun diketahui al-Syari*
memberi keringanan (rukhsah) pada kondisi-kondisi yang
menimbulkan masyaqgah. Menurut al-Ghazali, masyaqgah
tikrar boleh dijadikan sebagai a/ ‘I/lat, sebab diketahui bahwa
al-Sydri “ menggugurkan sejumlah taklif pada kasus-kasus yang
mengandung masyacqqgah semisal safar, sakit dan lain-lain.
Al-Munasib al-gharib, yaitu ma ‘nd munasabah yang tak ada
pengakuan umum, tapi ada nas serupa pada lapangan berbeda.
Contohnya pembatalan talak menjelang ajal karena di-giyas
pada ahli waris yang membunuh warisnya. Menurut al-Ghazali
sangat sedikit contoh al-mundasib al-gharib yang disepakati
usuliyyin, karena jenis al-ma‘ani yang nyata mundasabah-nya,
biasanya tidak pernah lepas dari pengakuan syarak. Contoh lain
al-munasib al-gharib adalah ketentuan tentang berlakunya
tertib wudhuk secara khusus.

Ketiga macam komformitas ini boleh digunakan dalam

qiyas, sebab ijtihad bergantung pada kemampuan mujtahid sesuai
batas kemampuannya.*® Selain itu ada yang disebut al-mundsib al-
mursal yang di kalangan usialiyyan dikenal sebagai al-iszidlal al-
mursal. Maksudnya berpegang pada ma ‘na al-mundasib al-maslakr
yang ditemukan dengan jelas pada furi‘, tapi tidak ada kesaksian
dari asl tertentu walau ia disaksikan oleh banyak nas syariat (as/
kulli). Dengan demikian, menurut al-Ghazali, terdapat empat

4 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi “IIm AI-USGl..........ccocovorvninnnnnn. h. 314.
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macam komformitas, tiga di antaranya boleh dijadikan dasar peng-
givas-an,*’ tetapi yang keempat tidak bisa diberlakukan dalam
giyas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas antara
giyas dan al-istislah adalah ma ‘na al-munasib al-maslahi.

Meski tidak berlaku giyas, tetapi bukan berarti hukum
syarak menjadi mandek sehingga tidak bisa menjawab masalah
hukum baru. Bahkan al-istzisiah bisa dijadikan dasar bagi ulil amri
dalam menetapkan kebijakan yang didelegasikan kepada mujtahid,
mufti dan hakim (gadh).

1.7.3.  Teori maslahat dalam tindakan pemerintah
Kaidah fikih (al-gawa‘id al-fighiyyah) menyatakan bahwa

tindakan pemerintah bergantung pada kemaslahatan (tasarruf al-
imam maniit bi al-maslahah).*® Menurut al-Qarafi, pemerintah
sebagai pemimpin tertinggi (al-imam al-a ‘zam) mendelegasikannya
kepada mujtahid, mufti dan hakim,*® tapi dengan syarat berikut: >°
1. isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam;
2. peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di
depan hukum dan pemerintahan;
tidak memberatkan masyarakat;
bertujuan untuk menegakkan keadilan;
dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat;
prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Syarat-syarat ini menjadi indikator mengukur maslahat
dalam kebijakan yang diambil. Selanjutnya, penetapan satu hukum
dalam kasus juga dapat diuji nilai maslahatnya, terutama melalui

o Wk w

47 Al-Ghazall, Syifa’ Al-Ghalil...............cccoooivveniinsiiiisissneenn. h. 92.

48 Al-Suyiitt, Al-Asybah Wa Al-Naza'ir (Singapura: al-Haramayn,
1960). h. 83.

4 Al-Qarafi, Al-lhkam Fi Tamyiz Al-Fatawa ‘an Al-Ahkam Wa
Tasarrufat Al-Qadi Wa Al-Imam (Cairo: Maktabah Nasyr al-Sagafah al-
Islamiyyah, 1938). h. 7.

%0 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945;
Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang
Majemuk (Jakarta: Ul Press, 1995). h. 12.
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pemahaman yang baik terhadap kasus yang dihadapi. Dalam hal

ini, hakim melaksanakan tugas dalam tahapan berikut:®!

1. Konstatasi, yaitu penalaran untuk menemukan atau memilah
peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para
pihak (pokok perkara); Pada tahap ini hakim melihat untuk
membenarkan ada tidaknya peristiwa hukum yang diajukan.
Untuk memastikan hal tersebut, maka perlu pembuktian yang
bersandar. pada alat bukti yang sah menurut hukum. Aktivitas
penalaran ini tergolong kegiatan berpikir analitis (tasawwur),
sebab hakim harus mendefinisikan perbuatan hukum tertentu
(amr mufrad). Lalu menerapkan berpikir sintesis (tasdiq);
“Bahwa perbuatan hukum ini telah benar-benar terjadi”.

2. Kualifikasi, yaitu penalaran untuk menemukan hukum dalam
arti perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya
yang relevan dengan pokok perkara. Hakim mengkualifisir
dengan cara menilai peristiwa konkret yang dianggap benar
terjadi, termasuk hubungan hukum pada peristiwa konkret
tersebut. Mengkualifisir  berarti ~mengelompokkan atau
menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam
kelompok atau golongan peristiwva hukum, apakah itu
pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian atau peralihan
hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Di sini berlaku
dua penalaran: 1) Jika peristiwa sudah terbukti dan hukumnya
jelas dan tegas, maka penerapan hukum akan mudah,
penalarannya cukup dengan interpretasi; tapi 2) jika hukum
tidak jelas, maka hakim harus melakukan penalaran untuk
menciptakan hukum, yaitu melalui konstruksi hukum.

3. Kaonstituir, yaitu penalaran untuk menetapkan hukum terhadap
peristiwa konkret dan memberi keadilan kepada para pihak. Di
sini terjadi penyandaran satu prediket terhadap peristiwa
konkret yang diyakini telah terjadi, jadi yang dilakukan adalah
penalaran sintesis (tasdig) yang bisa salah atau benar.

51 Ahmad Rifai, Penemuan HUKUM.........c.coovveeeeeeeeeeeeee e h. 62.
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Tiga tahapan ini menuntun hakim pada penemuan hukum,
baik melalui interpretasi hukum maupun konstruksi hukum. Dalam
melaksanakan tiga tugas ini, hakim kerap menghadapi kesulitan
saat menghubungkan fakta hukum yang telah dikonstatasi dengan
ketentuan hukum kala melakukan kualifikasi. Akhirnya hakim akan
kesulitan pada tahap konstituir karena adanya kesamaran. Penulis
melihat kesamaran terjadi karena komformitas pada banyak kasus
umumnya termasuk dalam kategori al-munasib al-gharib. Merujuk
pendapat ahli, al-munasib al-gharib rentan mengalami al-fariq.

1.7.4.  Teori al-farig pada al-munasib

Menurut Imam al-Ghazali, al-mundasib al-ghartb merupakan
lapangan ijtihad, maka bisa saja menghasilkan zann yang kuat bagi
sebagian mujtahid, sementara tak ada dalil gaz ‘7 yang menunjukkan
batalnya ijtihad mereka.>? Zann yang kuat di sini bisa saja timbul
karena kecenderungan subjektif mujtahid, oleh karena itu perlu
kejelasan metode yang digunakan agar temuan dapat diverifikasi.
Bisa saja mujtahid menyatakan i1a menggunakan giyas, tapi saat
ditelusuri terbukti bahwa praktiknya adalah al-istisla.

Perlu ditegaskan bahwa ciri metode giyas adalah adanya nas
tertentu (as/ mu ‘ayyan) yang memberi ketetapan hukum, dan ada al
‘lllar yang menghimpun furi® pada asl. Masalahnya, pada giyas
yang basisnya al-mundsib al-gharib, as! dan furi‘ berada pada
lapangan berbeda sehingga tidak bisa dipastikan apakah al ‘Illat
ditetapkan berdasar nas syariat, atau semata-mata berdasar al-
ma ‘na al-munasib. Jika argumen berporos pada maslahat, ini
menjadi indikator bahwa mujtahid meninggalkan giyas.

Ciri giyas adalah adanya as! mu‘ayyan, walau itu berada
pada lapangan berbeda. Misalnya ketentuan tidak memberi hak
kepada ahli waris yang membunuh orang yang akan diwarisinya
karena men-za ‘lil dengan kebalikan niatnya, yaitu hasratnya untuk
segera mendapatkan harta warisan tersebut. Lalu kepada kasus ini
di-giyas-kan kasus suami yang saat menjelang ajal menjatuhkan

52 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi “IIm AI-USGL..........ococovoreirinenennn. h. 312.
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talak pada isterinya agar isteri tidak mendapat harta warisan. Al-
Ghazali mengatakan, seandainya tidak ada hadis al-Qatil la yaris,
maka tidak ada petunjuk sedikit pun untuk menjadikan al-mundasib
ini sebagai a/ ‘/ilat.>® Nah, pada givas yang basisnya al-mundsib al-
gharib bisa saja mujtahid salah sangka, ia mengira menerapkan
giyas, padahal nyatanya telah melakukan al-istislah.

Selain itu, bisa saja mujtahid mengira menggunakan giyas,
tapi sebenarnya ia menggunakan penyimpulan langsung (al-istidlal
al-mubasyir). Keduanya berbeda, sebab giyas memakai dua
proposisi atau lebih, sedangkan al-istidlal al-mubasyir cukup
dengan satu proposisi yang dioperasikan melalui metode oposisi
(tagabul) atau melalui metode konversi (al- ‘aks).>* Kedua metode
ini dibangun berdasarkan konsep pertentangan (mu ‘arid) di mana
seorang mujtahid yang menolaknya akan mengajukan argumen
pembedaan (al-farq) antara as/ dengan furi ‘. Menurut al-Zarkasy,
di kalangan wsaliyyan ini disebut al-si’al al-mu‘aridah, atau
disebut juga al-sit ‘al al-muzahamah.>®

Sebagian wusiliyyin menganggap al-si’al al-mu ‘aridah ini
sebagai giyas pula, hanya saja mereka menyebutnya sebagai nafi
al-farig. Tetapi menurut Imam al-Ghazali, sebenarnya ini bukan
giyas, orang-orang hanya melihat satu sisi kesamaan lalu dijadikan
alasan untuk menggeneralisasiniya ke dalam apa yang disebut
givas. Padahal operasi ¢giyds yang sah adalah menetapkan al-jami’
antara as/ dan firi ‘, bukan mengungkapkan al-farig.>®

Kesalahpahaman ini berakibat fatal, sebab sistem operasi
nafi al-farig yang disebut al-si 'al al-mu ‘aridah bekerja pada kajian
tekstual kebahasaan. Kajian ini berkisar pada cakupan makna dari
sebuah kata, baik itu ‘umam-khusis maupun mutlag-mugayyad,

53 Al-Ghazali, Syifa’ Al-Ghalil...........cccccoueviivireiesiieseineersnnns h. 92.

54 Jabbar Sabil, Logika Dan Penalaran Hukum (Depok: RajaGrafindo
Persada, 2024). h. 155.

55 Al-ZarkasyT, Al-Bair Al-MUATE. jld. VIL ..o h. 378.
5 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘Tim AI-USil...............oooevecereee... h. 308.
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jadi tidak beroperasi sebagaimana layaknya giyas yang masuk ke
persoalan kontekstual di luar masalah cakupan makna kata.

Uraian ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan
pemahaman metodologi dalam proses ijtihad, terutama bagi hakim
yang tugasnya mengkonstatasi, mengkualifikasi dan konstituir. Hal
inilah yang penulis bangun sebagai kesadaran dalam penelitian ini,
agar analisis berlangsung dengan cara-cara yang objektif.

1.8. Kajian Pustaka

Telaah atau kajian pustaka menyediakan inspirasi bagi
peneliti dalam merumuskan masalah penelitian.>” Dalam penulisan
tesis ini, telaah pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Ismail Muhammad Syah, berjudul
Pencaharian Bersama Suami Isteri Di Aceh Ditinjau Dari
Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum
Islam. Disertasi yang diajukan sebagai syarat meraih gelar
doktor pada Universitas Sumatera Utara ini ditulis pada tahun
1984. Tampak disertasi ini fokus pada penemuan status hukum
terhadap adat hareuta sihareukat yang disimpulkan sebagali
bentuk syirkah.”® Kajian dalam disertasi ini berbeda dengan
yang penulis lakukan karena penulis fokus pada penggunaan
metode giyas itu sendiri untuk melihat perspektif giyas ma ‘a al-
farig yang diterapkan pada penemuan harta bersama dengan
givas syirkah  ‘abdan  mufwadhah, sedangkan Ismail
Muhammad Syah berfokus pada praktik Harta Bersama yang
dilakukan masyarakat adat dan hukum positif Indonesia. la juga
tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana penemuan hukum
yang dilakukan terkait syirkah ‘abdan mufawadah sebagai
givas harta bersama dalam hukum Islam. Namun, pada proses
penemuan hukum yang dilakukan oleh Ismail Muhammad

57 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung:
Mandar Maju, 2008). h. 100.

%8 |smail Muhammad Syah, “Pencaharian Bersama Suami Isteri Di
Aceh Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hukum
Islam.”
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Syah, penulis mengasumsikan beliau menggunakan metode
Qiyas. Ismail Muhammad Syah hanya menjelaskan pendapat
ulama terkait perkongsian/perserikatan dan menganggap harta
bersama merupakan penemuan hukum Islam yang dilandaskan
kaidah Usul figh terkait .adat. Ini berbeda sekali dengan
konstruksi penelitian penulis, yang melihat konsepsi syirkah
‘abdan mufawadah sebagal giyas harta bersama dalam Islam
(al Mu’ayyan), serta melihatnya dalam kacamata penemuan
hukum Islam dengan metode giyas bukan yang bersumber dari
adat. Penulis mengkritisi metode yang digunakan dengan dalih
‘urf yang menyederhanakan konsepsi harta bersama dalam
perkawinan dengan menganalogikannya kepada syirkah ‘abdan
mufawadah. Menurut penelitian yang penulis lakukan, hal itu
bertentangan dengan metode giyas, karena terdapat perbedaan
yang cukup prinsipil antara syirkah yang lahir untuk tujuan
ekonomi dan harta bersama yang lahir dari perkawinan serta
‘urf yang merupakan sumber hukum praktiknya digunakan
sebagai metode penemuan hukum.

. Tesis yang ditulis oleh Tahjul Bahri, berjudul Pembagian harta
Bersama di Mahkamah Syar’iyah Aceh ( Menurut Ulama
Dayah dan MPU Aceh). Tahjul Bahri Menyatakan MPU Aceh
memandang pembagian harta bersama dengan pendekatan yang
komprehensif, meliputi beberapa aspek penting, yaitu: aspek
hukum, keadilan sosial, pertimbangan psikologis, konteks
budaya dan tradisi dan pendekatan interdisipliner. Sedangkan
ulama dayah cenderung melihat hukum harta bersama sebagai
adat yang mandiri_secara hukum, jadi, hukum harta bersama
dilihat dari prespektif siyasah, bukan dilihat dari prespektif
figih. Perbedaan yang paling mendasar adalah tahjul bahri tidak
meneliti tentang metode penemuan hukum yang digunakan
dalam menentukan hukum harta bersama. la hanya
mendeskripsikan fenomena harta bersama dan pembagiannya
yang terjadi di Masyarakt. Sedangkan penulis menguraikan
permasalahan terkait penemuan hukum harta bersama dan
memberikan pandangan kritis terhadap metode giyas ma al-
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farig yang menyederhanakan harta bersama dengan syirkah
‘abdan mufawadah oleh sebagian besar fugaha

. Artikel yang ditulis oleh Dzulkifli Noor dengan judul Metode
Istishlah, ‘wrf dan Qiyas dalam Penetapan Harta Bersama
Perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam. Dzulkifli Noor
menyatakan bahwa penemuan hukum harta bersama dalam
perkawinan di Indonesia menggunakan metode ijtihad giyas, al-
istisiah dan al-"urf>° Kajian ini serupa dengan disertasi yang
ditulis oleh Ismail Muhammad Syah yang melihat giyas sebagali
metode yang cocok dalam penemuan hukum harta bersama
dalam perkawinan. Tetapi penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang penulis lakukan, sebab penulis justru mencari
ketidakcocokan penggunaan metode giyas dalam penemuan
hukum harta bersama. Perbedaan yang paling mendasar adalah
Duzlkifli Noor tidak mencoba menganalisis penempatan syirkah
‘abdan sebagai konsepsi harta bersama. la hanya melihat dan
menguraikan secara deskriptif bagaimana harta bersama dalam
KHI ditemukan dengan metode instinbath hukum Islam seperti
Istishlah, urf dan Qiyas. Sedangkan penulis menguraikan
permasalahan terkait penemuan hukum harta bersama dan
memberikan pandangan kritis terhadap metode giyas ma al-
farig yang menyederhanakan harta bersama dengan syirkah
‘abdan mufawadah oleh sebagian besar fugaha.

. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hubbul Wathan yang berjudul
Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi
Akad Syirkah. Dalam artikel ini, dikritisi tentang peng-giyds-an
harta bersama kepada syirkah ‘abdan dengan fokus pada subjek
hukum dan perbuatan hukum.® Penelitian ini adalah penelitian
yang cukup dekat dengan fokus kajian yang penulis lakukan,
hal ini karena kedua penelitian ini berusaha melihat kedudukan
syirkah yang dianalogikan sebagai konsep harta bersama dalam
perkawinan. Berbeda dengan yang penulis lakukan, Hubbul

% Dzulkifli Noor, “Metode Istishlah, Urf Dan Qiyas............. h. 73-82.
% Hubbul Wathan dan Indra, “Keabsahan..............c...c......... h. 89-108.
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Wathan tidak menjelaskan bagaimana kedudukan giyas yang
semacam ini. la hanya menjelaskan bahwa alogi syirkah
sebagai harta bersama adalah tidak tepat, karena harta bersama
tidak memenuhi konsep syirkah, baik dalam ketentuan subjek
dan perbuatan hukum, -maupun sifat kedua akad ini
(perkawinan dan syirkah). Sedangkan penulis menganalisis
secara kritis, bagaimana konsep syirkah ‘abdan mufawadah
yang selama ini diyakini mewakili konsep harta bersama,
merupakan produk ma al-farig, karena perbedaan yang cukup
mendasar antara kedua akad ini dalam ketentuannya.

1.9. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sesuai dengan karakter
hukum yang preskriptif, maka penelitian hukum adalah suatu
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi.®® Berdasar karakter ini, maka tujuan penemuan hukum
menjadi fokus yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

1.9.1. Jenis penelitian library research

Library research dilakukan untuk menemukan bahan-bahan
hukum primer berupa dogmatik hukum seperti undang-undang,
bahan hukum sekunder seperti pendapat ahli hukum, dan bahan
nonhukum seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya.®?> Ada empat
ciri studi kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan
teks; 2) data pustaka bersifat siap pakai; 3) data pustaka umumnya
adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh

81 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 1st ed. (Jakarta: Kencana,
2005). h. 35.

62 Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta:
Sinar Grafika, 2014). h. 109. Penggunaan bahan nonhukum dalam penelitian
hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan
nonhukum, jadi hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai
isu hukum yang diketengahkan.
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ruang dan waktu.®® Semua bahan hukum merupakan bahan
kepustakaan, maka proses pengumpulan data harus dilakukan
dengan teknik penelitian kepustakaan yang bergantung pada sistem
kategorisasi jenis bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.®* Jadi
peneliti harus memahami sistem coding yang dipakai di
perpustakaan. Literatur berupa pendapat ahli hukum seperti kitab-
kitab fikih mazhab, serta bahan nonhukum yang digunakan sebagai
bacaan untuk bisa menemukan argumentasi yang berhubungan
dengan materi kajian tesis ini. Data tersebut dikumpulkan dengan
teknik dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan data tertulis yang diambil dari bahan-bahan
hukum primer dan sekunder serta bahan nonhukum yang tersedia di
perpustakaan, baik yang berasal dari koleksi instansi maupun dari
koleksi pribadi. Dengan demikian, terdapat dua jenis dokumentasi
yang menjadi data bagi penelitian ini: 1) bahan hukum dan bahan
nonhukum yang berupa dokumentasi, dan 2) data yang dihimpun
berasal dari sumber sekunder, bukan sumber primer di lapangan.®®
Jadi bisa dikatakan bahwa data sekunder yang umum dikenal dalam
metode penelitian sosial, mengandung pengertian yang mencakup
bahan-bahan non hukum.

1.9.2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri
dari sumber data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundangan-undangan
yang berkaitan dengan Kketentuan pembagian harta bersama.
Antara lain Undang-udang. Republik Indonesia No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

83 Mestika Zaid, Metodologi Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2004). h. 4.

8 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang
Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma,
2012). h. 147.

8 Zaid, Metodologi Penelitian Kepustakaan.............c.ccceevevennnnn, h. 4.
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2. Sumber data sekunder yang mencakup dokumen resmi, hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.®

3. Bahan nonhukum yang bentuknya hampir serupa dengan data
sekunder tapi telah dipublikasi seperti buku dan artikel jurnal.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Telah dijelaskan sumber data penelitian ini terdiri dari
sumber data primer, bahan hukum primer, sumber data sekunder
dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data ini mengikuti
jenis dan karakteristik masing-masing data. Selanjutnya penulis
mencari landasan teori dengan cara mengumpulkan data dari hasil
studi kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan ilmiah,
laporan penelitian, ensiklopedi, peraturan-peraturan, dan sumber-
sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.9.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh, baik dari hasil catatan lapangan dan
dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke
dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.%” Dapat diketahui betapa pentingnya analisis
data, khususnya dalam penelitian kualitatif yang sarat akan
makna.®® Metode analisis yang digunakan adalah metode penalaran
deduktif.

Metode deduktif adalah penalaran untuk menganalisis data
yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah
diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.%°

% Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2003). h. 30.

57 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2016). h. 89.

8 Sayuthi, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan
Operasionalnya (Tulungagung: Akademi Pustaka, 2019). h.121.

8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2005). h. 12.
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Penyimpulan dengan metode deduktif dilakukan dalam dua cara: 1)
penyimpulan secara langsung melalui oposisi dan konversi; 2)
penyimpulan tak langsung melalui silogisme.”® Dalam penelitian
ini, metode inferensi deduktif digunakan secara dominan dalam
analisis terhadap bahan hukum primer, terutama pada saat adkan
menganalisis adanya kekosongan hukum.

Metode deduktif dalam penelitian hukum berfungsi untuk
menarik kesimpulan yang logis dan terstruktur dengan memulai
dari  prinsip-prinsip umum yang sudah diyakini, lalu
menerapkannya pada situasi atau kasus yang lebih spesifik. Dalam
hal ini, prinsip hukum yang sudah ada akan diterapkan pada
kondisi tertentu untuk mengevaluasi apakah ada kesesuaian atau
kekosongan dalam aturan yang berlaku.

Proses ini dimulai dengan menetapkan premis umum,
seperti norma atau aturan yang ada dalam sistem hukum.
Kemudian, fakta atau situasi spesifik dianalisis untuk melihat
apakah aturan umum tersebut relevan atau dapat diterapkan.

1.10. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dengan sistematika yang dibagi ke dalam
empat bab, sehingga dapat dipahami secara jelas kerangka dari
sistematika penulisan tesis ini.

Pada bab satu tulisan ini berisi kerangka awal penelitian
yang berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
penjelasan terkait istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Pada bab dua berisi kerangka teoritik, yang berisi
penjelasan teori-teori yang berkenaan dengan pisau analisis yang
digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi penjelasan
terkait syirkah yang mengerucut pada syirkah ‘abdan sebagai fokus
utama dan penjelasan terkait giyas yang nanti akan berfokus pada

70 Jabbar Sabil, Logika Dan Penalaran Hukum.............ccccc...... h. 148.
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pembahasan terkait giyas ma‘a al-farig atau yang dalam ilmu
logika merupakan kesalahan dalam berlogika.

Pada bab tiga dalam penelitian ini berisi pembahasan yang
merupakan topik utama dalam penelitian ini, yaitu konsep harta
bersama dalam perkawinan  yang ditinjau secara  Kritis
menggunakan metode giyas. Pada bab ini lebih banyak membahas
kritik terhadap metode yang digunakan untuk menemukan hukum
harta bersama yang dipadankan dengan syirkah ‘abdan.

Pada bab empat penlitian ini merupakan bab penutup yang
berisi kritik dan saran yang dianggap perlu untuk perkembangan
dan rujukan bagi peneliti berikutnya.
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